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ABSTRAK

Kafrawi Jufri, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Pada Pengadilan Agama Sidrap). (dibimbing
oleh : H. Sudirman L dan Hj. Saidah).

Pengangkatan anak secara_-langsung tanpa penetapan pengadilan dan
penyimpangan terhadap pengangkatan anak yang telah diangkat juga masih dijumpai,
dengan beberapa faktor dan alasan yang mendorong hal tersebut, seperti karena adanya
tujuan tersendiri yang ingin dicapai, kurangnya pengatahuan mengenai pelaksanaan
pengangkatan anak, karna rumitnya proses pengangkatan anak yang harus dijalani, atau
pun anggapan bahwa penetapan di pengadilan hanya bersifat formalitas.

Adapun jenis penelitiantinistermasuksdalam kategori penelitian-lapangan (file
research) yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan sebagaimana adanya.
penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif artinya penelitian ini
berupaya mendeskripskan, mencatat, menganalisis, dan mneginterpretasikan apa yang
diteliti, 'melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Adapun
pendekatan penelitian yang digunakan yaitu fenomenology.

Hasil penelitian ini diketehui bahwa prosedur pengajuan permohonan dengan
mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama, di daftarkan dalam buku
registrasi, membayar perskot biaya perkara, ditetapkan hari dan tanggal sidang,
pelaksanaan sidang dibuka dan diperiksa oleh hakim segala bukti dan saksi. Kemudian
akibat hukum yang timbul pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah
antara anak yang diangkat dengan orang.tua kandungnya dan keluarganya, anak angkat
tidak berkedudukan sebagai pewaris.dari orangtua angkatnya melainkan tetap sebagai
pewaris dari orang tua kandungnya demikian pula'sebaliknya, anak angkat tidak boleh
menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai sekedar
alamat/tanda pengenal,orang tua agktanya tidak bertindak sebagai (wali dalam
perkawinan anak angkatnya.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Pemerintah, Pengangkatan Anak
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karuniya Tuhan Yang Esa, yang diberikan serta

dipercayakan kepada orang tua untuk dijaga, dididik serta dibesarkan hingga

kelak sampai dewasa da kemampuannya sendiri dalam
mencukupi kebutuha : irnya mpu berganti berbalas budi

kepada orang gan sika erta merawat dan mengasih orang

yang sangat

h orang tua untuk men a, mengikat,

tuk melampiaskan cur ya. Namun,

kendak memercayakan n keturunan

rang tua. Dengan demikian, ukan gkatan anak

atau ad( g ditempuh atu keluarga
yang be iai i ba
iran seorang

gan tersebut

Pengangkatan anak sudah lama dikenal di lingkungan masyarakat Indonesia,

baik dilakukan secara adat, hukum Islam, maupun secara formal menurut perundang-

L ulik Djatikumoro, Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2011), h. 1.
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undangan. Bahkan penduduk yang mayoritas beragama Islam pun sudah bisa
melakukan pengangkatan anak.?
Sejak zaman dahulu pengangkatan anak dilakukan masyarakat dengan cara dan

motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat dan perasaan hukum,

kandungmu
. dan Allah
ang benar).
bapak-bapak
mengetahui

seagama dan maula- maulamu”.

2Mustofa Sy, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group,2008), h. 18.

SWignjodipuro, Pengentar Dan Asas-asas Hukum Adat (Bandung: Alumni, 1973), h. 31.
“Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Solo: Tiga Serangkai, 2009), h. 418.
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Maksud dari ayat di atas ialah, anak kandungmu adalah anak yang kamu
lahirkan atau dari kamu, sedangkan anak angkat bukan darimu. Pengangkatan
seseorang sebagai anak angkat adalah sebatas ucapan saja, yang tidak menghendaki

sebagai anak hakiki, karena ia diciptakan melalui tulang shulbi orang lain. Yakni yang

yakin dan benar. Oleh karna itu, Dia intahkan kamu untuk mengikuti perkataan

dan syariat-Nya. Perkataan- ah hak, sedangkan perkataan dan

perbuatan yang batil t isbatkan kepac i berbagai sisi, dan tidak

sebelumnya

Zaid bin Muhammad, unkan ayat,

gkat itu) dengan (mema ak mereka”,

h karena itulah, Zaid di bin Haritsah
aritsah. Maula-maula iala sahaya yang
dikan anak a eperti Salim

anak an i i uzaifah.>

diberikan wasi 1/3 dari harte

gimn e R 1 R

sebagai rujukan hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang

pengangkatan anak, misalnya:

5M. Quraish shihab, Tafsir al-Mishah (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 218-222
®Ima Jauhari, Hak-Hak anak dalam Hukum Islam (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), h. 163.
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1.1.1 Undang-undang No. 3 Tahun 2006, pengadilan Agama memiliki kewenangan
absoulut untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan
pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.’

1.1.2 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas

menyatakan bahwa tujuan pe atan anak, motivasi pengangkatan anak

hanya dapat dilakuka g terbaik bagi anak dan dilakukan

berdasarkan ac Sa an peraturan perundang-

undangan yang be . Ketentuan ini" sangat memberikan jaminan

ung jawab terhadap pe dan Jungan anak

(anak a -Undang Perlindungan Pass pai dengan

Pasal 2¢ Negara, pemerintah, m , kel

gung jawab terhadap penye raan ungan anak.

gung jawab ormati dan

nis kelamin,

kondisi fisik

ku, ras, golo

kelahiran ang

anak da E

"Republik Indonesia, Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama Pasal 49
Huruf (a) Angka 20.

8Djaja S.Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia (Bandung: t.p 1982), h. 3.

°Republik Indonesia Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlundungan Anak Pasal 20-
26.
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Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Tidak merumuskan tentang pengertian pengangkatan anak. Tetapi hanya merumuskan

pengertian anak angkat,yaitu pada Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa:*°

“Anak angkat adalah anak yang.diambil oleh sesorang sebagai anaknya,
dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, kalau sakit diberi obat, supaya tumbuh
menjadi dewasa, diperlakukan sebagai anaknya sendiri, dan bila nanti orang tua
angkatnya meninggal dunia dia berhak atas warisan orang yang mengangkatnya.”

Sedangkan untuk pengertian pengangkatan anak dirumuskan dalam Peraturan
Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP
Pengangkatan Anak), pada pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa:!!

“Bengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang
anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang
bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut,
kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”

Sehubungan dengan telah diaturnya anak angkat dan penangkatan anak pada
Peraturan Pemerintahan No. 54 Tahun 2007, maka subtansi dan akibat hukum dari
pengangkatan anak ini telah mengalami-perubahan.apalagi perkembangan hukum
sekarang ternyata Pengadilan Agama juga memiliki kewenangan menetapkan
pengengkatan anak bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam, artinya kebiasaan
mengangkat anak juga dilegitimasi dalam Hukum Islam di Indonesia. Perlu diingat
bahwa Hukum Islam semula tidak mengénal anak angkat atau pengangkatan anak,
yang dikenal dalam Hukum Islam adalah anak asuh. Dengan demikian sekarang ini
mengenai penetapan anak angkat atau pengangkatan anak ini juga menjadi

kewenangan Pengadilan Agama.

Ahmad Kamil dan M. fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia
(Jakarta: Raja Grafindo Pasada, 2010) h. 55.

H1Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 105.



Pengangkatan anak secara langsung tanpa penetapan pengadilan dan
penyimpangan terhadap pengangkatan anak yang telah diangkat juga masih dijumpai,
dengan beberapa faktor dan alasan yang mendorong hal tersebut, seperti karena adanya

tujuan tersendiri yang ingin dicapai, kurangnya pengatahuan mengenai pelaksanaan

pengangkatan anak, karna rumitnya pr engangkatan anak yang harus dijalani, atau

pun anggapan bahwa penet nya bersifat formalitas. Padahal

pengangkatan anak rr perbuatan hut memiliki konsekuensinya

tersendiri, cara
juga untuk

gan anak itu

enarik untuk diteliti : al-hal yang

atika dimasyarakat.

elakang di atas maka yang

img mpelementas No 54 Ta D07 tentang
pengang anak di Pengadila p ? Dengan rumus alah sebagai
berikut:

1.2.1 ana prosepekrnaE Pm Fnilan Aga

i po salah adalah

1.2.2

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dilakukan oleh penulis sebagai berikut :
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1.3.1 Untuk mengetahui proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama Sidrap.
1.3.2 Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul setelah pengangkatan anak.
1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini penulis berharap kiranya dapat berguna dan bermanfaat bagi diri

sendiri. Maupun bagi para pemba ihak lain yang berkepentingan, adapun
kegunaan dalam penelitian i
1.4.1 Untuk dijadik ahuan pada umumnya dan

hukum keluarga, teru pengangkatan anak

1.4.2 ' g anya hukum
ki andil penting dalam 2suai dengan
kan dalam penerapan i < rgaan dalam

an anak.

13l
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian maupun pembahasan mengenai persoalan pelaksanaan pengangkatan

anak dan kaitannya dengan Perat itah RI No.54 Tahun 2007 , diantaranya
adalah:

Yunita Sari skripsi gan Hukum Terhadap
Pengang
menunj ecara illegal
adalah i i ijadi iri ama haknya
anak secara

dengan angan Hukum Islam t

illegal b enganjurkan pengangka emutuskan
g tua kandung dengan ia sebagaimana
S. al-Azhab ayat 5-6. Serta

n hubungan rwalian dan

tus dan akan berali da orang tua

ndang-undang No un 2002 jo
ah penelitian
terdahulu sama-sama membahas tentang pengangkatan anak. Perbedaannya penelitian

terdahulu mebahas perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak secara illegal

2yunita Sari, Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara lllegal Menurut
Hukum Islam, Skripsi Sarjana : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Alauddin Makassar, 2016.
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menurut Hukum Islam, sedangkan penelitian ini membahas tentang penerapan
Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007.
Ghina Kartika Ardiyanti dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Pengangkatan

Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif

Indonesia”. Hasil kajiannya menunj ahwa pertama, menurut KHI, anak angkat

tetap berstatus sebagai ana andungnya dan kedudukan anak

angkat di dalam kelua

Kedua enurut KHI tidak mem
i : t dan orang tua angka
engah, anak angkat berh

tua ang andungnya. Namun mengen

antara a

sama dengan kedudukan
perdata, status anak angkat

angkat akan

bali ke asal”.

ng mewarisi

angkat

dnN Sama-sama

membahas akibat hukum dan status anak setelah diangkat. Perbedaannya, penilitian

terdahulu membahas akibat dan status anak menurut Hukum Adat dan Hukum Perdata

13Ghina Kartika Ardiyanti, "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris
Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia”, SKripsi Sarjana : Fakultas Hukum
Universitas Jamber, 2014
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10

dan bagian waris anak angkat ditinjau dari KHI, Hukum Adat dan Hukum Perdata,
sedangkan penelitian ini membahas proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama
dan akibat Hukum anak angkat menurut Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007.

Beni Sulistiyo dengan judul skripsi “Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak

dan Akibat Hukum Terhadap Ana diangkat”. Hasil kajiannya menunjukka

bahwa yang pertama, pro nan kepada Ketua Pengadilan

Negeri, daftarkan da gistrasi, me ot biaya perkara, perkara
permohonan termas pengertian yurisdiksi r pengadilan, ditetapkan
hari da ] akim segala

hakim akan

emohon dan sidang dit pek subtansi

sa alasan permohonan hukumnya,

ti pemohon, hakim m gan hukum,

aian hukum terhadap fa dili dengan

um pengang i ambahan: 1.

salinan pen ala Dinas dukan dan

il untuk ditin a pada Regis e Kelahiran

te KelahplkrnippﬁrneEjukkan sa
H

enetapan ini
ohon bahwa

ang di angkat

9% <6

dengan orang tua kandungnya”, “orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak

angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya”.'4

14Beni Sulistiyo, “Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukum Terhadap Anak
Setelah diangkat,” Skripsi Sarjana : Fakultas Hukum Universitas Muhammaddiyah Surakarta, 2014
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Adapun persamaan penilitian terdahulu dengan penelitia ini adalah sama-sama
membahas tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Perbedaannya, penelitian
terdahulu membahas pelaksanaan pengangkatan anak melalui penetapan hakim

(Tinjaun Yuridis Penetapan Nomor: 01/Pdt.P/2014/PN. Bms), sedangkan penelitian ini

membahas proses pengangkatan engadilam Agama menurut Peraturan
Pemerintah No. 54 tahun 2

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Teori Imple

penerap
adalah effect” (penerapan ses
da prinsipnya adalah c
ebih dan tidak kurang.

rut Daniel A. Mazmanian

15 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta :
Gramedia Pustaka utama, 2008), h.. 529.

8Suparno, A.S, Membangun Kompetensi Dasar Belajar (Jakarta: Direktur Jendral Pendidikan
Tinggi, 2010), h.. 12.
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maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-
kejadian.
Majone dan Wildavsky dalam Nurdin Usman, mengemukakan implementasi

sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky dalam Nurdin Usman, mengemukakan bahwa

“implementasi adalah perluasan ak ang salin menyesuaikan”. Pengertian

implementasi sebagai aktifi aikan juga dikemukakan oleh

dalam Nurdin dan Usman

tivitas yang
encapainya

serta me j elaksana birokrasi yang

tersebut dapat disimp entasi atau

ian aktivitas/kegiatan dilakukan
yang dijadikan sebagai acu tujuan yang
telah di dalam suatu n.

maka

mengefektif jakan yang

nya tahap-ta kan. M. Irf

tasi mej?(ntnLEM@E, bersifat s cuting, yang
[l

7 Lihat Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 65.

8Lihat Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2002), h. 70.

Guntur Setiawan, Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan (Jakarta: Erlangga, 2004), h.

20 Wahyubraveadministrator, Implementasi Kebijakan, Desiminasi, Konsep dan Tahap,
www.blogspot.com/2011/03/implementasi-kebijakan-desiminasi.html?m=1, (12 Desember 2018)
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tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara
terhadap kedaulatan negara lain. Kedua, bersifat non self-executing yang berarti bahwa
suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya

tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Brian W. Hogwood dan Lewi nn dalam Solichin Abdul Wahab dalam
buku analisis kebijakan: implementasi kebijakan negara
mengemukakan sejury ; iga tahap. Tahap pertama
program dengan
etukan biaya
yang ak e aan. pelaksanaan

kan struktur staf, sum biaya serta

p ketiga merupakan keg a menetukan

an, mengadakan penga n kelancaran
ogra gan demikian jika terdapat : pelanggaran
indakan yang

aniel A. Mazmani atier, dalam i dinyatakan

bahwa a kelompok aruhi kesuks plementasi,
yakni, PAREPARE

2.4.1

24.1.1

Dalam hal ini dillihat bagaman "permaslahan yang terjadi, apakah termasuk

permaslahan social yang secara teknis muda diselesiakan atau masuk kategori maslah

2L Isdhafiauho,  Studi  Implementasi Dan  Evaluasi  Kebijakan  Publik,
http://isdhafiauho12.blogspot.com/2016/12/studi-implementasi-dan-evaluasi.html?m=1 (12 Desember
2018).
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social yang sacara teknis sullit untuk dipecahkan. Sebagai contoh masalha social yang
termasuk kategori muda dideeledaikan seperti kekurangan persediaan beras di suatu
daerah, kekurangan guru dalam suatu sekolah dan lain-lain. Untuk masalah social yang

termasuk kategori yang cukup sulit dipecahkan adalah pengangguran, kemiskinan, dan

masalah-masalah lain yang sejenis.
2.4.1.2 Tingkat Kemajemu
Hal ini menya 0 d atan suatu kebijakan atau

ogeny ataupun hetrogen.

enyulitkan ataupun m i k tantangan
dalam p nya.

Sasaran Terhadap Tot

arti wa suatu program atau kan lebih  muda

kan ketika sa ompok orang atau hanya

dari semua

timbang kel sasarannya

luruh populas

et R e =

akan lebih muda diimplementasikan ketika program tersebut lebih bersifat kognitif dan
memberikan pengatahuan. Sementara itu program yang bersifat merubah sikap atau

prilaku masyarakat cendrung cukup sulit untuk diimplementasika seperti Perda
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larangan merokok ditempat umum, pemakaiaan kondon dan keluarga berencana, dan
lain-lain.
2.4.2 Kerakteristik Kebijakan

2.4.2.1 Kejelasan Isi Kebijakan

Sebuah kebijakan yang diambi pembuat kebijakan haruslah mengandung

konten yang jelas dan konsis isi yang jelas akan memudahkan

sebuah kebijakan da enghindarkan ¢ au penyimpangan dalam

al ini dikarnakan jika suatu kebijakan sudah memiliki isi
yang je ¢ akan dapat

isi suatu

engambang,

potensi

n kesalahpahaman akan

24.2.2

kan Memiliki Dukunga

an lebih memantapkan Dijakan yang

dibuat K teruji. Namun, karna kont an kebijakan

adalah ama disetiap

daerah,

untuk melakukan pekerjaanpekerjaan administrasi dan teknis, memonitor program, dan
mengelolah sumber daya lainnya yang kesemua itu memerlukan modal.
2.4.2.4 Seberapa Besar Adanya Keterpautan Dan Dukungan Antara Berbagai Institusi

Pelaksana
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Suatu program akan dengan sukses diimplementasika jika terjadi kordinasi
yang baik yang dilakukan antara berbagai instansi terkait baik secra vertikal maupun
horizontal

2.4.2.5 Kejelasan Dan Konsistensi Aturan Yang Ada Pada Badan Pelaksana

Badan pelaksana atau implem ebuah kebijakan harus diberikan kejelasan

aturan serta konsistensi aga n yang menyebabkan kegagalan
pengimplementasian.
2.4.2.6 Tingkat Ko parat Terhadap Tujuan
akan adalah
. Komitmen
kesungguhan agar pen ran ataupun

gan baik dan diterima sasaran dari

elomplok-kelompok Luar pasi Dalam
entasi Kebija

program akan m ngan yang banyak

dalam artian ebijakan sepe syarakat ikut
terlibat ebijakan F*tn Em R1E|kan mere
tentang
24.3
2.4.3.1 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Tingkat Kemajuan Teknologi
Kondisi sosial ekonomi masyarakat menyangkut akan hal keadaan suatu
masyarakat secara umum, mulai dari pendidikan, keadaan ekonomi, dan kondiai

sosialnya yang secara sederhana dapat dikatakan kepada masyarakat yang sudah
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terbuka dan modern dengan masyarakat yang tertutup dan tradisional. Masyarakat yang
sudah terbuka akan lebih muda menerima program-program pembaharuan daripada
masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Sementara itu, teknologi sendiri adalah

sebagai pembantu untuk mempermuda pengimplememtasian sebuah program.

Teknologi yang semakin modern te makin mempermuda.
2.4.3.2 Dukungan Publik T
nderung bes bijakan yang dikeluarkan
mudahan, seperti pem gratis, dan lain-lain.

alah bersifat

pemilih (konstituensi gr
yang ada dalam m empengaruhi

lui berbagai cara, seper

at melakukan interpensi t kep yang dibuat

entar deng ksud untuk

pemilih dap an untuk me aruhi badan-

sana secﬁw ngE]PﬂLniEyang dip an terhadap

2.4.3.4 Tingkat Komitmen dan Keterampilan Dari Aparat Dan Implementor
Komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang

dalam kebijakan adalah variable yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus
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memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya dan
merelisasikan prioritas tujuan tersebut.?
Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan

penetapan waktu dan pengawasan, sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam

Solichin Abdul Wahab, yaitu me asalah implementasi kebijakan berarti

berusaha untuk memahami erjadi sesudah suatu program
diberlakukan atau dir dan kegiatan-kegiatan yang
terjadi setelah S pengesa g menyangkut usaha-usaha untuk
mengac - masyarakat.
Hal ini ygung jawab

atas sas ) api memperhatikan ber k, ekonomi,

a impelementasi kebijak

rupakan penyediaan sa : akan sesuatu

yang m atau akibat terhadap sesu

g, Peraturan

aga-lembaga

ja dalam arti

a Governance
yang menyatuh pengolahan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan
keputusan-keputusan atau pilihan-oilihan tindakan yang secara langsung mengatur

pengelolahan dan pendistribusian sumber daya alam, financial dan manusia demi

22A.G Subarsono, Analisis Kebijakan Pubik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 35
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kepentingan publik.?® Pada hakikatnya kebijakan publik dibuat oleh pemeerintah
berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik, baik untuk melakukan
maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik

ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Amarah Raksasataya mengen bahwa “kebijakan publik sebagai suatu

taktik dan strategi yang di i suatu tujuan. Oleh itu suatu
kebijaksanaan memuat
2.2.2.1 ldentifikasi dari tujuan yang ingin dicapai

2.2.2.2 tujuan yang

2.2.2.3 ai input untuk memung secara nyata

egi
lik adalah seperangkat ti

ang didesain

tertentu yang diharapkan ai konsisten
sah karna
lam system

ijakan yang

jai berikut:26

23Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, (Bandung: CV Alfabeta,2008), h 3

4Hessel Nogi S Tangkilisan, Evaluasi Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Balairung & Co, 2003),
h 149

%5 Anggara,Kebijakaan Publik, ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 36.

2Willian Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik ( Yogyakarta:Gadjah Madah University
Press,1998), h. 24.
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Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat stratgis dalam
relitas kebijakan publik. Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat
kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah

mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah yang terkait

dengan kebijakan akan dikumpulkan mungkin untuk diseleksi dalam proses

inilah memiliki ruang untuk sebut sebagai masalah publik dan
prioritas dalam agendz pertarungkan.
2.2.2.2 Formulasi
dibahas oleh
lalah-ma adi di udian dicari
baik.

tersebut berasal dari atau pilihan

halnya dengan perjuan ntuk masuk

alam tahap perumusan kebi masi

Wﬂng diambil emecahkan

Iegitimaspwk “F]AOREada prose pemerintah.

ng alternatif

dapat dipil

si/legitimasi

akyat, warga

arus percaya bahwa
tindakan pemerintah yang sah. Dukungan untuk rezim cendrung berdifusi cadangan
dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemeritah yang membantu anggota
mentolerir pemerintah disonasi. Ligitimasi dapat dikelola melalui menipulasi simbol-

simbol tertentu. Dimana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah
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2.2.2.4 Implementasi kebijakan
Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah dispakati tersebut kemudian
dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menenmukan berbagai

kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda

di lapangang. Hal ini disebabkan agai faktor yang sering mempengaruhi
pelaksanaan kebijakan.

an masalah tidak serta merta

an pada prinsipnya ad

k lebih dan tidak kura

ua pilinan langkah

am bentuk program atau lui fo

: ukatakan seba

melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikiana, evaluasi

implementsi

fungsioanal.

kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan program-

2'Rian Nugroho, Dinamika Kebijakan- Analisis Kebijakan-Menejemen Kebijakan (Jakarta:Elex
Media Komputindo, 2011), h . 618.
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program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi,
maupun tahap dampak kebijakan.
2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.2 Implementasi

Implemenasi merupakan s tahap dalam proses kebijakan publik.

Implementasi adalah suatu ngka menghantarkan kebijakan
kepada masyarakat hasil sebagaiman yang

diharapkan.?®

oleh Presiden untuk
eri muatan Peraturan ateri untuk
g Republik Indonesia 011 tentang

rundang-undangan dinyatak Pemerintah

“organik” da menurut hier tidak boleh

atau bertolak b turan Pemerintah c angani oleh

kan seorang
ang lain yang
bertanggung jawab atas perawatan,pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke

dalam lingkungan orang tua angkatnya.?®

2Affan Gaffar, Otonomi Daerah dalam Negri, h. 295.

2Faud Muhammad Fachruddin, Masalah Anak dan HUkum Islam (Jakarta:Pedoman Ilmu
Jaya), h. 41.
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PAREPARE

2.4 Bagan Karangka Pikir

PP No. 54 Tahun 2007
Tentang Pelaksanaan
Pengangkatan anak

23
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v

Karakteristik
Masalah

A y

Karakteristik
Kebijakan

Implementasi PP Nomor
54 Tahun 2007

Berjalan Dengan Baik -

EPAR

\ 4

Lingkungan
Kebijakan

Tidak berjalan dengan
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BAB Il
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman

Penulisan Karya lImiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan STAIN Parepare, tanpa

mengabaikan buku-buku metodol a. Metodologi penelitian dalam buku

tersebut, mencakup beber. penelitian, lokasi dan waktu
penelitian, fokus p yang digunakan, teknik

analisis data.3°

rupakan riset yang b
an pendekatan indukti i rut penulis

formasi sebanyak-banya ngkin untuk

at dari pengumpulan data da ah penelitian
ian ini, yaitu
dari ha : elalui studi
an dijadikan

bukti-bukti

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

30Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya IImiah (Makalah dan Skripsi) Edisi Revisi
(Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30

25
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Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian di wilayah Pangkajenne Kab.
Sidrap dengan menggunakan waktu selama + 2 bulan.
3.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis maka akan difokuskan untuk melakukan penelitian

implementasi Peraturan Pemerinta 4 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak.

3.4 Jenis dan Sumber g Digunakan

ata yang belum tersedia dari sumber
data asl lain, data lain diambil ole liti sé angsung dari

seterusnya.

pun berupa h

dilan Agap nrntipniil Peratura rintah No 54
NQ

majelis haki tra, ataupun

3.4.2 Data sekunder

31Joko Subagyo, Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek) (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.
87.
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Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai penunjang data primer,
seperti arsip-arsip dari Pengadilan Agama itu sendiri, buku, koran, karya tulis, situs
internet dan lain sebagainya yang dapat menunjang keakuratan data primer.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data akan adalah field reisearch (penelitian

lapangan), yaitu metode ngan dengan memilih lokasi
Panhkajenne Kab. Si nulis mengumpulkan data
dengan beberapa ca
351

Fiel g iti n langsung

an penelitian dan mem ngkret yang

ahasan ini. Adapun akan untuk

yang sesuai dengan data i yaitu, sebagi

berikut:

an kualitatif.
sikan secara
n dilihat dan

am kegiatan

3.5.1.2 Wawancara (Interview)

32Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Indah, 2008), h. 93.
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Wawancara atau Interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk
tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara
dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan

pedoman wawancara. Inti dari metode wawancara ini bahwa di setiap penggunaan

metode ini selalu ada beberapa ra, responden, materi wawancara dan

pedoman wawancara (yan . Dalam penelitian ini, penulis
melakukan wawancar ak-pihak yan
3.5.1.3 Dokumentas
)kumen bisa

dan peneliti

ain penelitian kualitati A rarti bahwa

perubahan, perbaikan dan p asarkan data

Analisa yang
akni analisa
, khususnya
enghasilkan
pijakan dalam

penelitian akan dikaitkan secara simultan dengan data lapangan.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Proses Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sidrap
4.1.1 Dasar Hukum Pengangkatan Anak

4.1.1.1 Undang-undang No 3 Tahu entang Perubahan atas Undang-undang No
7 Tahun 1989 Tentan
Perkara adopsi

perkara yang b ohonan (volunter), bukan

bersifat No. 3 Tahun 2006
agama Islam

yang in(

lah suatu permohonan risi tuntutan

k yang berkepentinga yang tidak

gga badan peradilan 3 Jjgap sebagai

g bukan sebenarnya.*

arkan Pasal 4 Tahun 2006

ndang No 7 Tah tang Peradilan Aga

ama bertugas

at pertan‘P!aErE(P*uRJEama isla

sa, memutus, enyelesaikan

wasiat

Hibah

3A. Mukti Arto, Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1996), h. 9.

29
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Wakaf

Zakat

Infaq
Shadagah, dan

© © N o O

Ekonomi syariah
Kewenangan Pengad perkawinan sebagaimana diatur

dalam penjelasan Pasa a Undang-unda 3 Tahun 2006 menyebutkan

subbidang perkawinan, yaitu penetapan pengangkatan

san Pasal 49

gan ini ang Rl No 7

enambahan frasa berda Menegaskan

ragama islam yang b ilan Agama

ilih atau meminta putu engangkatan

anak se : ang bertantangan dengan h 2lah lahirnya

UU No n 2006, se

ngkatan ana orang yang

adalah kew a.

ompilasi Hu

sebenarnya

lak merubah
angkat, saudaa

angkat, dan lainnya.

Pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah :

34Mustofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama (Cet. |, Jakarta: Kencana
Prenada Media Grub, 2008), h. 63.
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1. Peralihan tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan anak dari orang tua asal
kepada orang tua angkat, ( pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam). Peralihan
tanggung jawab tersebut secara formil dimula sejak penetapan Pengadilan Agama.
Dengan adanya penetapan Pengadilan Agama merupakan bukti telah terjadi
peristiwa hukum pengangkatan anak antara orang tua angkat dengan anak angkat.

2. Pasal 209 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, (1). Harta peninggalan anak angkat
dibagi berdaasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan
terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah
sebanyak-banyaknya sepertiga 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.(2). Terhadap
anak jangkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya
sepertiga 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.*

4.1.1.3 Undang-undang NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan

keluarga orang tua, wali yang:sah;-atau-orang lain yang bertanggung jawab atas

perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga
orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.=®
Pengertian pengangkatan anak berdasarkan.Undang-undang RI No. 23 Tahun

2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 47 ayat 1 memberikan pengertian

bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk' mengalihkan

hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain

yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut

$Mustofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, h. 166.

%6Republik Indonesia Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1
angka 9
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kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan
pengadilan.®
Pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan telah mengalami

kemajuan dibandingkan keberadaan lembaga pengangkatan anak sebelumnya.

Ketentuan pengangkatan anak tida nal diskriminasi laki-laki atau perempuan

bagi calon orang tua ang ak angkat. Pengaturan lembaga

dapat dilakukan untuk k
kan adat kebiasaan se
berlaku.
2. an an k memuuskan hubungan d
a orang tua ki

tua angkat harus an agama yang dia calon anak

an anak oP Angrpsn R)Eiapat dila

usulnya orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang

bersangkutan

$"Mustofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, h. 17.
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6. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan pengangkatan anak.®
Namun demikian, pengakuan pengangkatan anak dalam perundang-undangan

yang ada belum mengadai, oleh karna itu pengaturan pengangkatan anak dalam sebuah

undang-undang yang lengkap dan tun 1gat diperlukan.
4.1.1.4 Peraturan pemerintah
Lahirnya Per: i . 2007, dan mana tidak

gnangkatan anak. Dengan

: : ngan

a

Undang-undang No
menetapkan pelaksanaan gkata

engangkatan

doman pada

gkatan anak

02 Tentang

mengingat

pasal 5 Undang-un ublik Indones un 1945 da
Nomor 23 T Tentang Perlindu Anak maka

h Nomor 54 007 Tentang

gan:
kekuasaan

anggung jawab atas
perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan

keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

38 Musthofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama , h. 17-18
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2. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak
dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang
bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke

dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

3. Orang tua adalah ayah dan/atau ib g, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah

dan/atau ibu angkat.

4. Orang tua angkat ¢ g yang diberi k ntuk merawat, mendidik,

dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat

enyelenggarakan peng ar dan telah

ri untuk melaksanakan

rangan, keluarga, kelom sial dan/atau

leh lembaga
gkatan anak.

paik di pusat

n di bidang

4.1.2 Proses Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama
Pengangkatan anak melalui pengadilan ada 2 (dua) macam, yaitu Pengangkatan
Anak, yaitu pengangkatan anak yang peristiwa hukum pengangkatan anaknya terjadi

setelah ada penetapan oleh hakim dalam sidang pengadilan, artinya lahirnya hubungan
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hukum pengangkatan anak antara orang tua angkat dengan si anak angkat terjadi
setelah adanya penetapan hakim, dan Pengesahan Anak Angkat yaitu pengangkatan
anak sudah terjadi atau hubungan hukum antara orang tua angkat dengan si anak

angkat sudah ada berdasar atas peristiwa hukum pengangkatan anak atas dasar hukum

adat atau adat kebiasaan masyaraka tapan hakim tersebut hanya mempunyai

arti sebagai mengesahkan saj gkatan anak yang sudah terjadi
sebelumnya; sehingg ai pembukti
Dari hasil i salah satu engadilan Agama Sitti

drap bahwa:

rtimbangkan

ses pengangktan anak
un 2007.” 39

proses pengangkatan a ama merujuk

No. 54 Tahun 2007 seb imbeé akim dalam

angkatan anak.

melakukan i ebih dahulu

i/istri meng

gan hakim

‘ gatahui tata
cara dan syarat-syarat pengang] anak, yang sesuai dengan Peraturan

Pemerintah No. 54 tahun 2007.”*

39 Sitti Musyayyadah, Hakim PA Sidrap Wawancara penelitian di pengadilan agama Sidrap,
tanggal 12 November 2018.

40 Sitti Musyayyadah, Hakim PA Sidrap Wawancara penelitian di pengadilan agama Sidrap,
tanggal 12 November 2018.
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Adapun tata cara pengangkatan anak sebagau berikut:Adapun syarat-syarat
yang harus dipenuhi dalam melakuan pengangkatan anak sebagai berikut:
4.1.2.1 Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

1. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

2. Merupakan anak terlantar atau di
3. Berada dalam asuhan ke ga pengasuhan anak; dan
4. Memerlukan perlin

4.1.2.2 Usia anak angkat sebagaimana dimaksud melipt

2. Ana i ia 12 pelas) tahun,

desak; dan

3. Ana s) tahun sampai dengan 2lapan belas)
merlukan perlindungan

gkat harus memenuhi syarat-

1. ani dan roha

2. i i hu ing ti (lima puluh
3.

4, kejahatan;
5.

6. Tidak merupakan pasangan sejenis;

7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;

8. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;

9. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
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10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan
terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
11. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;

12. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin

pengasuhan diberikan; dan

13. Memperoleh izin Mente

4.1.2.1 Permohonan penge emenuhi persyaratan diajukan

4122 ke instansi

4123 engangkat anak paling jengan jarak
t 2 (dua) tahun.
4124

anak angkat adalah kem anak dapat

kan sekaligus ua angkat.*?

beracara P a Sidrap

I pengajuan

1. Per iaj angani oleh
ma.

2. Pe 3 ak  dapa aca  da apat. mengajukan

permohonannya secara lisan dihadapan ketua pengadilan yang akan menyuruh

mencatat permohonannya tersebut

41 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah NO. 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan
penengangkatan Anak, Pasal 12-13.

42 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah NO. 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan
penengangkatan Anak, Pasal 20-21
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3. Permohonan disampaikan kepada ketua pengadilan, kemudian didaftarkan dalam
buku regristrasi dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar perskot biaya
perkara yang besarnya sudah 55 ditentukan oleh pengadilan

4. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap

perkara permohonan yang diajuk hakim akan memberikan suatu penetapan

Pengadilan Agama Sid k memeriksa dan mengabulkan

permohonan apabi ditentukan oleh p

b. Me i rkara
tuk Membayar (SKUM

dan membukukannya

b. Me
C. omor pada S
Meja Il

pemohonRIRVEPARE

Mengatur berkas perkara dan menyerahkan kepada ketua melalui wakil panitera +
panitera.
Kerua PA :

Mempelajari berkas dan membuat penetapan majelis hakim (PMH)
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Panitera
a. Menunjuk panitera sidang
b. Menyerahkan berkas kepada majelis

Majelis Hakim

a. Membuat penetapan hari sidang (F

. Derka lah diminut dari majelis
. ke kum
itera Huk
a. rkar

perkara

perintah memanggil para pihak oleh juru

dengan tugas mereka

an berkas perkara

4132 ur pengangk

perkara'ya

1. Subjek Hukum
Pakkanna bin Abd. Kadir, umur 48 tahun, agama Islam, agama Islam, pekerjaan

Pedagang kayu, tempat kediaman di Dusun Cempa RT.001 RW. 001 Desa Betao Riase
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Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon
I;
Safriani binti Laoki, umur 46, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

tempat kediaman di Dusun Cempa RT.001 RW. 001 Desa Betao Riase Kecamatan Pitu

Riawa Kabupaten Sidenreng Rappa anjutnya disebut Pemohon 1l. Selanjutnya
secara bersama-sama disebut

2. Tentang Duduk Pe

ohon dengan surat a tertanggal 05 Oktober
2018 y: ng Rappang
dengan akan hal-hal

sebagai

a. Bah n Pemohon Il telah me

) M, tat pada Pegawai Penc usan Agama

Dua , Kabupaten Sidenreng Rapp : uku Kutipan

Nomor : 05/ Maret 1989

b. ohon | dan m d menjadika . Yasid bin
sebagai -mata untuk tingan dan

nank PY REPARE
C. ' memelihara,

ak tersebut sampai

bisa mandiri.

d. Bahwa pemohon I dengan Pemohon 11 bermaksud untuk mengangkat seorang anak
yang bernama Muh. Yasid bin Syamsuddin umur 6 tahun dan anak tersebut

sekarang tinggal bersama Pemohon | dan Pemohon II.
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e. Bahwa anak tersebut sejak umur 8 bulan sampai sekarang dalam pemeliharaan
Pemohon | dan Pemohon II.
f. Bahwa, atas dasar niat baik dari hati yang tulus dan ikhlas karena Allah, pemohon

I dan pemohon Il bermaksud untuk memperoleh kepastian hukum untuk

menjadikan anak yang bernam id bin Syamsuddin berdasarkan hukum

Islam, sesuai maksud ilasi Hukum Islam, tanpa harus
memutus hubung atau nasab tua asalnya.
3. Primair
A Pengadilan
Agama kan sebagai
berikut:
a. n pemohon

b. Me ernama Muh. Yasid bin ins anak angkat

nll.
C. kan biaya per

majelis Ha lain, mohon pene yang seadil-

4 Sub PAREPARE

Bahwa majelis Hakim menesehati Pemohon | dan Pemohon Il agar
mempertimbangkan  kembali  maksudnya untuk mengajukan  permohonan

pengangkatan anak mengingat segala konsekuensi hukum yang ditimbulkan yang
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berkaitan dengan pengangkatan anak, namun Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan
tetap pada permohonannya.
Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap

dipertahankan oleh para Pemohon.

5. Bukti-bukti

Bahwa untuk mem onannya, para Pemohon telah
mengajukan bukti-bu
a. Fotokopi Kart ande a Syamsuddin  Nomor NIK
Pemerintah

s serta telah

eh Ketua Majelis diberi

b. n atas nama Herlina . DB/PR/2018
3 yang dkeluarkan ole u Cenrana
istempel pos serta telah se , oleh Ketua

C. gan Nomor

oleh Kepala

d.

tertanggal 4 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup dan distempel pos

serta telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P4
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Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama (Syamsuddin) Nomor
269/07/V111/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua
Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang bermeterai cukup dan distempel pos serta

telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

Fotokopi  Surat Keterangan _h an Sehat  atas nama Safriani Nomor
299/SKBS/PKM-DO/ 2018, yang dikeluarkan oleh
Puskesmas Dongi atan Pitu Riaw jaten Sidenreng Rappang

bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua

ukan dan Catatan Sipil g Rappang,

tempel pos, oleh Ketua

gan Catatan Kepolisia nna Nomor

1/X/2018/INTELKAM tal

2018 yang

an distempel

Fotokopi Surat Keterangan penghasilan Orang tua angkat (Pakkanna) Nomor
140.460/671/BR/2018, tanggal 28 September 2018 yang dikeluarkan oleh
Pemeruntah Desa Betao Riase, bermeterai cukup dan distempel pos serta sesuai

dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P-10
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k. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pakkanna Nomor 7314101811100009,
tertanggal 3 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup dan distempel

pos serta telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P-11

|. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a anna (Pemohon 1) Nomor 05/51V/1989

tanggal 23 April 1989 antor Urusan Agama Kecamatan
Dua Pitue, Kabup g i. cukup dan distempel pos

peri kode P-12

idenreng Rappang, ber stempel pos

aslinya, oleh Ketua Maj

enduduk atas nama Pe Nomor NIK

gogal 25 April 2012, yang epala Dinas
kan dan Cata eterai cukup

dan asl s diberi kode

judukan dan

beri kode P-

6. Saksi-saksi
Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon | dan Pemohon 11 juga telah
mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai

berikut :
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a. Hasnaini bintii Muing, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah
tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Batao Riase Kecamatan Pitu Riawa,
Kabupaten Sidenreng Rappang:

1. Bahwa saksi mengenal Pemohon | bernama Pakkanna dan Pemohon Il bernama

2.

3 na Pemohon | dan Pemohon

4 luarga tidak

5. : punyai 4 orang anak

6. mpunyai hubungan nas d anak yang

kat ,karena ibu kandun

7. A ng Pemohon Il

8. kandung M na telah men junia karena
gan jantung

0. kandung Muh. ia sejak Mu 1 berumur 8
erang 0 G

10. N3 n Pemohon

11. Bahwa pemohon | dan Pemohon Il mempunyai anak kandung, namun Pemohon |

dan Pemohon Il itetap ingin menjadikan Muh. Yazid sebagai anak angkat
12. Bahwa ayah kandung Muh. Yazid (Syamsuddin) menyetujui dan rela serta tidak

keberatan anaknya dirawat serta dididik oleh Pemohon I dan Pemohon 11
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14.

15.

16.

17.
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Bahwa menurut saksi para Pemohon sanggup untuk memelihara dan mengasuh
anak tersebut sebab Pemohon | mempunyai pekerjaan sebagai penjual kayu
Bahwa saksi tahu penghasilan Pemohon I Rp 5000,000,00 setiap bulan.

Bahwa selain mempunyai penghasilan yang cukup para Pemohon juga sudah

terbiasa dalam mengasuh anak an penuh kasih sayang layaknya anak
kandung sendiri.
Bahwa para Pemg pada tetangga atau orang
ahayakan jiwa anak angka

rumah Para

b. Has i 6 tahun, agama Islam, : esa Betao

pat tinggal di Batao Pitu Riawa,

ppang:

Pemohon | dan Pemohon

an Pemohon

ja sebagai

Bahwa Muh. Yazid kemenakan Pemohon I, karena ibu kandung Muh. Yazid

saudara kandung Pemohon 11

Bahwa para Pemohon mempuanyai 3 orang anak, namun tetap berkeras hati

menjadikan Muh. Yazid sebagai anak angkat
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8. Bahwa ayah kandung Muh. Yazid tidak keberatan dan rela menyerahkan anaknya
untuk diasuh dan dipelihara oleh para Pemohon
9. Bahwa ibu kandung Muh. Yazid bernama Herlina telah meninggal dunia karena

serangan jantung

10. Bahwa Muh. Yazid sekarang bun ahun dan sejak umur 8 bulan dipelihara
dan diaasuh oleh paraP

11. g . memelihara dan mengasuh

12.

13. juga sudah
aknya anak

14, a atau orang

15. rumah Para

pokokn ikan sesuatu

apapun

menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat
dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

7. Tentang Hukumnya
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan Pemohon
Il adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.
Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon | dan Pemohon Il memohon agar

anak yang bernama Muh. Yazid bin Syamsuddin lahir 12 Maret 2002 ditetapkan

sebagai anak angkat yang sah aga kepastian hukum semata-mata

untuk  kepentingan da esejateran  anak tersebut;
Menimbang, dasarkan pasal 4¢ undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang perubahan kedua atas Undang—undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

menyatakan

gan memperhatikan k i 3 aka perkara
anak bagi orang-oran ; slam adalah

absolut Pengadilan Aga ya perkara

engesahan a antar WNI diajukan ke

ama yang daerah h ip mpat tinggal li anak yang

ex Surat Eda I. Nomor 6

Surat EPME&MRIEomor 2

983 tentang

979 tentang

ohonannya, para
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat kode P.1, P-2, P-3, P-4, P-.5,P.6, P-7,
P-8, P-9,P-10,P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat
yang berwenang, telah bermeterai cukup, distempel pos dan bukti suratyang berupa

fotokopi  telah cocok dengan aslinya  dan  isinya relevan dengan perkara ini,
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sehingga telah memenuhi syarat formil  dan materiil sehingga alat bukti tersebut
dapat dipertimbangkan lebih lanjut
Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2

orang saksi yang masing-masing bernama Hasnani  binti Muing dan Hasni binti

Kadi saksi Pemohon tersebut buka ang dilarang untuk  menjadi saksi,

memberi keterangan di depa engangkat  sumpah, oleh karena
itu telah memenuhi ormil  saksi, dari  segi materil, majelis

hakim akan mempe pangkan keterangan kedua saksi tersebut lebih lanjut.

duduk, bukti
andung Muh. Yazid (
enrana, Kecamatan Pi

urisdiksi Pengdilan Ag

ang, bukti P2 adalah fotokopi s ama Herlina

menerangkan
karena sakit;
pang, bahwa n Akta kelahi

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama

Ja tanggal 6

5 nama Muh.
Yazid lahir
Muh. Yazid
saat ini be

dan Herlina

Syamsuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, telah

diberi meterai, bukti tersebut menerangkan bahwa benar Muh. Yazid adalah anak

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



50

kandung dari Syamsuddin dan Herlina dan sekarang Muh. Yazid tidak termasuk dalam
tanggugan keluarga ayah kandung Muh. Yazid (Syamsuddin).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
atas nama Syamsuddin (ayah calon anak angkat) yang menurut Pasal 285 RBg. adalah
akta autentik yang dibuat oleh pejabatyang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah
memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan. mengikat (Volledgen bindende
bewijskracht), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa
Syamsuddin dengan’ Herlina telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 6 dan P7 berupa bukti Fotokopi Surat
Keterangan berbadan Sehat, bukti tersebut menerangkan bahwa benar Pemohon | dan
Pemohan Il dalam keadaan sehat dan tidak mengidap suatu penyakit sehingga tidak
mengkhawatirkan bagi anak angkat akan tertular suatu penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa Surat Keterangan
Catatan Kepolisian masing-masing atas nama Pemohon'l dan Pemohon Il berdasarkan
penyelidikan pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa para Pemohon tidak pernah
terlibat [dengan tindakan kriminal'yang dapat berakibat buruk pada perkembangan
mental anak yang akan diangkat.

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Surat keterangan penghasilan orang tua
angkat (Pakkanna) yang dikeluarkan oleh.Kepala Desa Betao Riase dan membuktikan
bahwa benar Pemohon | adalah Pengusaha yang bekerja sebagai penjual kayu dan
mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa bukti P-11 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama
Pakkanna yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, telah

diberi meterai, bukti tersebut menerangkan bahwa benar Muh. Yazid anak kandung
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dari Syamsuddin dan Herlina sekarang menjadi tanggungan dalam keluarga Pemohon
I dan Pemohon II;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 12. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah

atas nama Pakkanna (Pemohon 1) yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik

yang dibuat oleh pejabat yang berw ehingga bukti tersebut telah memiliki
kekuatan pembuktian yar nengikat  (Volledgen bindende
akan telah terbukti bahwa

bewijskracht), dengan ebut maka ha

Pakkanna (Pemohon I) dengan Safriani (Pemohon erikat dalam perkawinan

nerangkan Pemohon be ingge sun Tellang
, Kecamatan Kulo, Kab
dilan Agama Sidenreng
a berdasarkan bukti P-15.
Sidenreng
on Il dalam
ngga Dinas
ohon untuk
pang

elah memberi
keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya dapat
disimpulkan bahwa orang tua calon anak angkat (Syamsuddin) tersebut tidak mampu
secara ekonomi untuk membiayai dan memenuhi kebutuhan anak tersebut dan

keduanya ikhlas menyerahkan hak pemeliharaan anaknya kepada para Pemohon karena
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ibu kandung Yazid bersaudara kandung dengan Pemohon Il, namun ibu kandung Yazid
telah meninggal dunia, sedangkan para Pemohon bermaksud menjadikan Muh. Yazid
sebagai anak angkat, meskipun Pemohon | dan Pemohon Il mempunayai anak, tetapi

para Pemohon bersedia dan ingin mengasuh calon anak angkat bernama Mubh. Yazid

tersebut sebagaimana layaknya a andung, serta Pemohon | mempunyai

penghasilan yang cukup dan )0,000,00 (lima juta rupiah setiap
bulan untuk menjami

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon
saksi saling
n dan kedua

an berdasarkan penget uai dengan

, dengan demikian

berdasarkan bukti-bukti su buts erangan dua
an sebagai be

isteri dalam p annya telah

. Yazid telah
meninggal dunia karena sakit
3. Bahwa Syamsuddin sebagai orang tua kandung menyatakan tidak mampu
membiayai dan memenuhi kebutuhan serta rela dan ikhlas menyerahkan anaknya

dijadikan anak angkat oleh para Pemohon.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



53

4. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il secara ekonomi mampu untuk memenuhi
kebutuhan calon anak angkat tersebut karena memiliki penghasilan tetap setiap
bulan sebesar Rp 5000,000,00 ( lima juta rupiah) dan keduanya juga berprilaku

baik serta taat beragama sehingga dipandang mampu untuk membina keluarga dan

mendidik anak.
Menimbang, bah jukkan bahwa Pemohon | dan
Pemohon Il mempuny puan ekonomi ate sehingga kesejahteraan dan

kemaslahatan anak angkat dapat terpenuhi sebagai ¢

9 Tentang Kesejahteraa
eskipun tanggung jaw.

memen n calon anak angkat tel i tua kandung

kepada on | emohon 1l (orang tua ang rsebut tidak

berakib tuskan hubu 3 asalnya serta
antara tidak saling 1 huruf (h)
i um Islam Ta

i karena ada
dapat bagian
melalui “wasiat wajibah denga anyak-banyaknya agian dari harta
warisan, oleh karenanya Muh. Yazid 'bin Samsuddin sebagai anak angkat dari
Pemohon | dan Pemohon Il mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah; sesuai

dengan Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2 )Kompilasi Hukum Islam berbunyi :
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1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193
tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat
wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak
angkatnya.

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-
banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka
majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon | dan Pemohon 1l telah
memenuhi ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak sehingga
permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Muh. Yazid bin
Samsuddin sebagai anak angkat sah Pemohon | dan Pemohon I1.

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak bersifat voluntaire yang
termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan
kepada Pemohon | dan Pemohon 1.

Memperhatikan segala Undang-Undang serta ketentuan hukum yang berlaku
dan berkaitan dengan perkara ini.

8. Menetapkan

a. Mengabulkan permohonan Pemohen | dan Pemohon IT;

b. Menetapkan anak yang bernama Muh. Yasid bin Syamsuddin sebagai anak angkat
Pemohon | dan Pemohon II;

c. Membebankan kepada Pemohon | dan pemohon Il untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
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Berdasarkan wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Sidrap

tetang pertimbangan hukum  pengangkatan anak terhadap penetapan

0145/Pdt.P/2018/PA bahwa dalam adalah sebagai berikut :

1.

Adanya surat permohonan yang diajukan pemohon kepada Pengadilan Agama

Sidrap
Adanya identitas oran
Fotocopy KTP
Fotocopy KK

emohon dalam pengan s semata-mata
yang lebih baik si ana
n anak dari dinas social

on berupa :

Surat keterangan dari rumah sakit

SKCK dari kepolisian

Surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua kandung si anak
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j. Fotocopy akta kelahiran calon anak angkat.*?
Hasil wawancara dari salah satu majelis hakim tentang alasan pengangkatan
anak adalah sebagai berikut :

1. Karena orang tua kandung kurang mampu menafkahinya

2. Karena belas kasihan terhadap si.¢
3. Untuk mempererat hubur
4. Agar mendapatkan

5. Untuk menambah tenaga dalam keluarga.

enimbulkan

k angkat maupun orang kum ini bisa

an anak yang didasar lam dengan

sarkan pada hukum per kan melalui

islam melarang akibat hu anak yang

slam perbuatan h ka i S berubahnya

um antara a ng tua kand 1 begitupula

um denPn Awn EaPnaRaEwanyalah s peralihan

: hidup dan

lainnya @ ni dilakukan

hanya semata-mata untuk kemaslahatan dan kebajikan si anak.

4Sitti Musyayyadah, Hakim PA Sidrap Wawancara penelitian di pengadilan agama Sidrap,
tanggal 12 November 2018.
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Sebagaimana telah disampaikan tentang akibat hukum terhadap pengangkatan
anak oleh narasumber bahwa: dapat di pahami bahwa pengangkatan anak yang sah
akan menimbulkan akibat hukum, yaitu akan menimbulkan suatu hubungan hukum

antara orang tua angkat dengan anak angka seperti hubungan orang tua dengan anak

kandungnya sendiri yang berupa a atan lahir batin antara orangtua angkat

dengan anak angkat dan per kandung dan anak angkat serta

berikut
1. Tida ngan darah antara anak
ab dari orang tua ka tua angkat
ehari-hari, pendidikan, dan
t, melainkan

g tua angkat

ara langsung

an terhadap

anak angkat*4

“4pagar, Kedudukan Anak Dalam Warisan (Suatu Telaah Atas Pembaruhan Hukum Islam
Indonesia), dalam Member Hukum, No. 5, (Juni-Juli, 2001), h.7-8.
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Untuk melindungi hak-hak orang tua angkat dan anak angkat harus adanya kepastian
hukum mengenai adanya wasiat wajibah.*
Sebagaimana diketahui bahwa anak angkat tidak saling mewarisi dengan orang

tua angkatnya, karna mereka tidak ada hubungan nasab atau hubungan perkawinan.

Oleh karna itu ketika salah seorang.d eka meninggal dunia maka pihak lainnya

tidak berhak mendapat ses eninggalan tersebut. Maka untuk

mengatasi ketentuan N i e\ ebut Pasal 209 Kompilasi

Hukum Islam memberike ang hidup lebih lama agar dapat

), sebagai berikut:

ak angkat dibagi berda: pai dengan

terhadap orangtua an ida erima wasiat

ibah, sebanyak-banyaknya i arisan anak

422

ap anak angkat y nerima wasiat, dib siat wajibah

k-banyaknya i rang tuan ang

rkan uraP A n EFP AaRrE)ahwa Wa

ajibah yang
diwajibkan
ak angkat atau
sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh anak angkat
atau orang tua angkatnya, akan diberi dengan jumlah maksimal 1/3 dari harta

peninggalan.

4 Andi Syamsu Alam, dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (cet.
1Jakarta: Kencana Pranada Media Grup,2008), h. 48.
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Perlindungan terhadap anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk
menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartis ipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang

berkualitas, berakhlak muliadan sej Anak angkat dan anak-anak lain pada

umumnya adalah amanah d ). Maha Esa yang dalam dirinya
melekat hak-hak sebas ebagai manusia seutuhnya,
melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya

dan mas

421 idup, tumbuh, berkemba secara wajar

dan martabat kemanusi erlindungan
skriminasi.

422 ama sebagai identitas diri egaraan

4.2.3 spresi sesuai

424 oleh orang
425 min tumbuh
ar, maka anak tersebut berhak
diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai
dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4.2.6 Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial sesuai dengan

kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
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4.2.7 Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan
pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
4.2.8 Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan

luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak

mendapatkan pendidikan khus
4.2.9 Setiap anak berhak m pendapatnya, menerima, mencari
dan memberik: 2cerdasan dan usianya demi
pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

4.2.10 ang, bergaul

inat, bakat,
nnya demi perkembngn
4211 nyandang cacat berhak asi, bantuan
aan taraf kesejahteraan
4.2.12 a dalam pengasuhan ora , wa pihak lain
n_yang ber pengasuhan, mendapat

ngan dari perlaku

4.2.12. iminasi

4.2.12.2 oitasi, baiPl‘oRnE[P*sn E

4.2.12.

421247}

4.2.12.5 Ketidakadilan, dan

4.2.12.6 Perlakuan salah lainnya dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak
melakukan segala bentuk perlakuan tersebut, maka pelaku dikenakan

pemberatan hukuman.
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1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan
atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi
kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir

2. Setiap anak berhak unntuk memperoleh perlindungan dari :

a. Penyalahgunaan dalam kegiataan.g
b. Pelibatan dalam sengketa
Pelibatan dalam ker ocial

d. Pelibatan dalam peris

an hukuman yang tida
san sesuai dengan huku
ak hanya dilakukan ap i ukum yang
dilakukan sebagai upaya te
4. Setia i ntuk:

a. dan penempatann sahkan dari

Jalam setiap

ang objektif dan
tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum
5. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang

berhadapan dengan hukum berhak ditahankan.
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6. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan
bantuan hukum atau bantuan lainnya.
Disamping hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut, anak-anak dan

juga anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga

harus dilaksanakan oleh seorang anak bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

Menghormati orang tua, wali

1. Menncintai keluarg akat, dan menya

Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara.

an e'khak 3 ulia.*8 l

13l
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4Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam (cet.
1Jakarta: Kencana Pranada Media Grup,2008), h. 220- 223
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PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Proses Pengangkatan Anak

5.1.1.1 Prosedur pengajuan perme gan mengajukan permohonan kepada

Ketua Pengadilan m buku registrasi, membayar
ditetapkan hari dan idang, pelaksanaan sidang

51.1.2 gkatan anak
im menemukan hukum i eriksa bukti-
ktikan dalil-dalil pe

, €. Hakim membe ilaic um adanya
a fakta-fakta yang didalilkan de kete ukum yang
mengenai pe akim memb

512A kum Pengan
gkatan anak tidak

n hubungan darah anak yang

angkat tidak
ninkan tetap
sebagai pewaris dari orangtua ‘kandungnya demikian pula sebaliknya, anak
angkat tidak boleh menggunakan nama orangtua angkatnya secara langsung
kecuali sebagai sekedar alamat atau tanda pengenal,orang tua agktanya tidak

bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.

63
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5.1.2.2 Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), istilah wasiat wajib disebutkan
pada pasal 209 ayat (1) dan ayat (2), sebagai berikut:
1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan

pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat

diberi wasiat wajibah, banyaknya 1/3 dari harta warisan anak
angkatnya.
2. Terhadap 3 asiat, diberi wasiat wajibah

a 1/3 dari harta warisan orang tuan angkatnya.

vat diberikan

an awal pertimbanga pa san hakim
ulu kewenangan pe unt eriksa dan
ang diperiksanya, sehingga tian ya menjadi
4.4.2 Se : fungsi pengawas melakukan
asuhan oleh
dan terukur.
ang intensif
asas-asas anak

di lingkungannya masing-masing.
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PERATLURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2007

TENTANG
PELAXSANAAN PENGANGEATAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANO MAHA ESA v

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan  ketentuan  tnengenai
tan anak scbagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, periu o Per Pemerintah tentang
Pelal Pengangh Anak;

Mengingat 1, Pasal 5 ayat’ (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang N 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomoer 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4235),

MEMUTUSKAN :

e

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN
PENGANGKATAN ANAK.

BABI...
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah inl yang dimaksud dengan:

L

Anak angkat adalsh anak yang haknya dialihkan dari
lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang
sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas
perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak
tersebut, ke dalam lingkungan keluargs orang tua
angkatnya berdasarkan keputusan atau penctapan
pengaditan.
Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum
yang mengalthkan seorang anak dar lingkungan
kekuasaan orang tua, wall yang sah, atau orang lain
yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan
dan membesarkan anak tersebut, ke dalam
lingkungan keluarga orang tua angkat.
Orang tua sdalgh ayah dan/atau ibu kandung, atsu
avah dan/atau ibu tiri, atay syah dan/atau ibu
angkat.
Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan
untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak
berdasarkan peraturan  perundang-undangan dan
adat kebinsaan.
Lembagn pengasuhan anak adalah lembaga atau
Wnﬁdmy&ymnmbedmhukum
yang menyelenggarakan uhan anak terlantar
dan telah mendapat izin dari Menteri untik
melaksanakan proses pengangkatan anak.
Masyarnkat adalah perseorangan, keluarga, kelompok
dan  organisasi  sosial  dan/atau oTgrnisasi
kemasyarakatan,
Pekerja sosial adalah pegawai negeri sipil atau orang
pengasuhan

yang ditunjuk oleh lembaga yang
memiliki Kompetensi pekerjaan  sosial dalam
penganghkatan anak.

B. Instanmsi .
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8 Instansi sosal adalah instanst yang tugasnya
mencakup bidang sosial baik di pusat maupun di
duerah

9 Mentenn adalah menteri vang menyelenggarakan
wrusan pemerintahan di bidang sos:al.

Pasal 2

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik
bagi anak dalam rangks mewujudkan kesejahterasn anak
dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan
adat  kebinsann setempat dan  kKetentusn  peraturan
perundang-undangan.

Pasal 3

(1] Calon orang tus angkat harus seagama dengan agama
vang dianut oleh calon anak angkat.

(2f Dalam hal asai usul anak tdak diketahui, maka
agama anak disesuaiksn dengan agama mayoritas
penduduk setempat,

Pasal 4

Pengangkatan anak tdak memutuskan hubungan damah
antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya,

Passl 5

tan anak Warga Negara Indonesia oleh Wargs
Negara Asing hanys dapat dilakukan sebagai upaya

Pasal 6

(1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak
angkatnya mengenai asal-usulnys dan orang tua
kandungnyn.

2] Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnys
sebagmimana dimaksud pads ayat (1) dilakukan
dengan  memperhatikan  kesiapan anak  yang
bersangkutan.

BABII. ..
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JENIS PENGANGKATAN ANAR
Pasal 7

Pengangkitan anak terdiri atas:

a. pengangkatan anak antar Warga Negara [ndonesia, dan

b pengangkatan anak antars Warga Negara Indonesia
dengan Warga Negara Asing.

Bagian Pertama
Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia
Pasal 8
Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia
sebagasmana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi!
a. pengangkatan anak berdasarkan adat  kebiasaan
setepat; dan .
b. pengangkatan anak berdasarian perafuran perundang-
undangan,

Pasal 9

(1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebinsaan
setempat sebagrimans dimaksud dalam Pasal 8 huruf
a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam
satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan .
adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. ..

(2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan
setempat dapat dimohonkun pe pan pengadil
Pasal 10
(1 ' anak  berdasarkan  peraturan
pe undangan sebagaimana dimaksud dalam
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(2) Pengangkatan anak herdasarkan peraturan
perundang-undangan se i dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadiian,

Bagian Kedua
Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia
Dengan Warga Negara Asing
Pasal 11

{1) Pengangkatan anak antara Warga Negara [ndonesia
dengan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

a pengangkatun anak Warga Negara Indonesia oleh
Wargs Negara Asing; dan
b. pengangkatan® anak Warga Negars Asing  di
Indones:s oleh Warga Negara Indonesia,

{2| Pengangkatan anak scbagsimana dimaksud pada
agat (1) dilakukan melalul putusan pengadilan

BAB 111
SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN ANAK
Pasal 12

(I} Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
2. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
b. merupakan anak teriantar atau ditelantarkan;
¢ berada dalam asuhan kel rga atau dalam lembag:
pengasuhan anak; dan
d. memerlukan Perﬂndunpn khusus,

(2 Ulinnntkanghtaebopim&ﬂldtm-hudpcdn ayat
(1) huruf a meliputi:
Lmkbelumbcmdn&(emm)nhun.mcmplun

prioritas utama;

b, anak . ..
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b, anak berusis 6 (enam) tahun sampai dengan belum

berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan
mendesak; dan

¢, anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang
anak memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 13

Calop orang tus angkat harus memenuhi syarat-syarat:

nh—n)ummi dan rohani;

perumur paling rendab 30 (tiga puluh] tahun dan
paling tinggi 55 (lma puluh lima) tahun;
beragama sama dengan Rgama calon anak angkat;
berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena
melakukan tindak kejahatan;

berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;

1dak merupakan pasangan scjenis;

tidak atau belum mempunym anak atau  hunya
memiliki satu orang anak;

dalam kéadann mampu ckonomi dan sosial;
memperoleh persetujuan anak dan izn tertulis orang
tua atau wall angk;

membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan
anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak,
kesejahteraan dan perlindungan anal;

adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
mdnhmmuhcnhuuuku@a&plingamgkn6
{enam) buhn.lej-kunmmhmdiberﬂmn;dan

m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala mstansi
sosial. .

Negara
(1) huruf a, harus memenuhi syarat:

Pasal 14
anak Warga Negara Indonesin oleh Warga
mnwwmmu ayat

a. memperoleh . . .
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a. memperoleh jzin tertulis dan pemenintah negara asal
pemohion melalui kedutsan atau perwakilan negara
pemohon yang ada di Indonesia;

b. memperoleh iin tertulis dan Menteri; dan

¢ melalui lembags pengasuhan anak.
Pasal 15
Penganghkatan anak Warga Negare Asing oleh Warga
Negara Ind ia scbaga dimaksud dalam Pasal 11
ayar (1) huraf b, harus memenuhi syarat.
& memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah
Republik Indonesia; dan
b, mempersleh persetujuan testulis dan pemerintah
negara asal anak.

Pasal 16

(1) Pepgangkatan anak oleh orang fua tunggal hanya
dapat dilakukgn oleh Warga Negara Indonesia sctelah
mendapat zin dan Mentert.

{2) Pemberian izin sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di
provinsi,

Pasal 17

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13, calon orang tua angkat \*N“qrp Negara

Asing juga harus memenuhi syarat: ey

a lehhbemmwﬁnmldilndomdamuhm
2 (dus) tahun;

b, mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara
pemohon; dan

¢. membuat pernyataan tertulis melaporkan
perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar
Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik
Indonesia setempat.

Pasal 18. ..
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Pasal |18

Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  persyaratan
pengangkatan anak sebagaumana dimaksud  dalam
Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pusal 16, dan Pasal
17 diatur dengan Peraturan Mentert,

BAB IV
TATA CARA PENGANGKATAN ANAK

" Bagjan Pertama
Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia

Pasal 19

Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan
sesual dengan tata cara yang beriaku di dalam masyarakat

yang bersangkutan.®
Pasal 20

1) Permohonan pengangkatan anak  yang telah
memenuhi persyaratan digjukan ke pengadilan untuk
mendapatkan penctapan pengadilin.

2] Pengadilan  menyampaikan salinan  penetapan
pengangkatan anak ke instansi terkait.

Pasal 21

(1) Sescorang dapat mngmdut-mkpnun.bmyak2
(dulhﬁdenanjankmktupuﬂn(omna(dw

mmmmmmmm.

el

i . s
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Bagian Kedua

Pengangkatan Anak Antara Warga Negara [ndonesia
Dengan Warga Negam Asing

Pasal 22

(1) Permohonan pengangkatan anak Warga Negarsa
indonesia oleh Warga Negara Asing yang telah
memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk
mendapatkan putusan pengaditan

(2) Pengadilan menyampaikan sadinan putusan
pengangkatan anak ke instansi terkait.

Pasal 23

Permohonan pengangkatan anak Warga Negarn Asing di
indonesin oleh Warga Negara Indonesia berlaku mutatis
mutandis ketentuan Pasal 22.

Pasal 24

Pengangkatan anak Warga Negara indonesia  yang
dilahirkan di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah
IndomilokthslNennAsingynngbendldllw
negerl harus dilaksanakan di indonesia dan memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 25

(1) Dalam proses perizinan penganghkatan anak, Menteri
dibantu oleh Tim  Pertimbangan Perizinan
Pengrngkatan Anak.

(2} Ketentuan lebib lanjut mengenai Tim Pertimbangan
Pengangkatan Anak scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) din'xutdeoyn Peraturan Menteri.

BABV . ..
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BAB V
BIMBINOAN DALAM PELAKSANAAN PENOANGKATAN ANAK
Pasal 26

Bimbingan terhadap pelaksanasan pengangkatan anak
dilakukan oleh Pemerintah dan masyvarakat melalui
kegiatan:

a, penyuluhan;

. konsultasi,

. konseling;

. pendampingan; dan

pelatihan, 2

Pasal 27

(LI - 4

n o

{1} Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
hurul a dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan
informasé dan memahami tentang persyaratan,
wptoledm: dan 1ata cara pelaksanaan pengangkatan

{2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud poada ayat (1)
bertujuan untuk:
a menin;htkanpemhmwnmnunxpenpnshtnn
anak;

b. my.dndnldbnduipenpndmmmak;dm

e terlaksananyn pengangkatan anak sesual dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) chulusl.ebupimm-dmlm.\ddslmm%
huruf b, dimaksudkan untuk membimbing dan
mmpenhphnmmhndungdmulononn;
tua angkat atau pihak lainnya agar mempunyas

kesiapan datam pengangkatan anak.
(2) Konsultasi sebagaimuana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk:
a. memberikan . . .
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a. memberikan informasl tentang pengangkatan
anaX, dan

b. memberikan motivasi untuk mengangkat anak.
Pasal 29

K ling sebagai dimaksud dalam Pasal 26
huruf ¢, dimaksudkan untuk membantu mengatasi
masalah dalam pengangkatan anak.

Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat n

bertujuan untuk:

a mémbantu memahami permasalaban
pengangkatan anak; dan

b, memberikan + alternatif pemecahan masalah
pengangkatan anak.

Pasal 30
Pend-mpinganannimmdsuuksuddﬂmhw
26 huruf d dimaksudkan tuk memb

kehncmnpehkm\nnpemnmtanm

Pendampingan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertujuan untuk:

a. meneliti dan menganalisis permohonan
pengangkatan anak; dan

b, memantau perkembangan anak dalam
pengasuhan orang tia angkat.

Pasal 31
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b. meningkatkan ketcrampilan dalam pengangkatan
anak.
BAB VI
PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAX
Pasal 32
Pengawasan dilaksanakan  agar  tdak terjadi

penyimpangan stau  pelanggaran dalam pengangkatan
anak.

Pasal 33

dilak sdean e

Lo

a. mencegah pengangkatan anak yang udak sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. mengurangl kasus-kasus  penyimpangan  atau
pelanggaran pengangkatan anak; dan
c. memantau pelaksanasn pengangkatan anak.

Pasal 34

Pengawasan dilaksanakan terhadap:
A, OTAng PETSCOTangan;

b. lembaga pengasuhan;
¢. rumah sakit bersalin; ==

d. praktek-praktek kebidanan; dan
e, panti sostal pengasuhan anak.
Pasal 35

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak
dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat.

Py .
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Pasal 36

Pengawasan oleh  Pemerintah sebagaimans  dimaksud
dalam Pasal 35 dilakukan oleh Departemen Soswul

Pasal 37 ¥

Pengawasan oleh — masyarad sebagn dimaksud

dalam Pasal 35 dilnkukan antara lain oleh:

a. OrANg Persecrangan,

b. keluarga;

¢ kelompok:

d. lembaga pengasuhan anak, dan

e lembaga perlindungan anak

Pasal 38

{1} Dalam hal terjadi atay diduga tenadi penyimpangan
atau pelanggaran terhadap pelaksanann
pengangkatan anak, masyarnkat dapat melakukan

uan kepada aparat penegak hukum dan/atau

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, instansi sosial
setempat atau Menteri,

(2) Pengaduan diajukan secars tertulis disertal dengan
identitas diri pengadu dan data awal tentang adanya
dugaan penyimpangan atau pelanggaran.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 39
Pekerjn sosial menyampaikan laporan sosial
kelayakan orang tua angkat dan perkembangan

dalam pengasuhan keluarga orang tua angkat
Menteri atau kepala instansi sosial setempat.

il

i
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Pasal 40

Dahmhnlpeuundmm-mkw"pmlndomh
oleh Warga Negara Asing, orang tua angkat harus
melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar
Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik
Indonesia setempat paling singkat sekali dalam 1 (satu)
wahun, sampai dengan anak berusia 18 (delapan belas}

tahun.

Pasal 41
Semua administrasi yang berkaitan dengan penganghkatan
anak berada di departemen yang bertanggung jawah di
bidang sosial

Pa'sal 42
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bimbingan,

pengawasan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26, Pasal 32, dan Pasal 32 diatur dengan Peraturan

Menter.
BAB Vi
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43
Pada sast berlakunyn Persturan Pemerintah inl, semua
t undangan dengan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44
::-mnn Pcnminuh ini mulst berlaku pada tanggal
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Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah  ini dengan
penempatannya  dalam Lembaman Negara  Republik
Indonema.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pads tanggal 3 Oktober 2007

MENTER]I HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 123
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2007
TENTANG
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK
UMUM

Anak merupakan bagian dari generasi muda, pencrus cia-cita
perjuangan bangsa dun sumber daya manuaia bagi pembangunan
nasional. Untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang
perkualitas diperlukan pembinaan sejak dinl yang berlangsung secara
terus menerus demi  kelangsungan hidup, pertumbuhban dan
perkembangan fisik. mental dan sosial anak.

Kondisi ekonomi nasonal yang kurang mendukung sangat
mempengaruhi kondisi perekonomian keluarga dan berdampak pada
tingkat kesejahterman anak Indonesia. Kenyatsan yang kita jumpai
sehari-hari di dalam masyarakat masih banyak dijumpai anak-anak
yang hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dimana banyvak
ditemui anak jalanan, anak teriantar, yatim piatu dan anak
penyandang cacat dengan berbagai permasalahan mereka yang
kompleks yang memeriukan  penanganan, pembinaan  dan
perlindungan, baik dart pihak Pemerintsh maupun masyarakat.

Komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak
telah ditindak lanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mernigatar

dapat  dilakukan i kepentingan terbalk anak dan harus
berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan/atau berdasarkan pada aat kebiasaan setempat.
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Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadl dalam masyarakat
amss pelaksansan pengangkatan anak, yaitu  pengangkatan anak
dilakukan tanpa melalui prosedur yvang benar, pemalsuan data,

anak, bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak.
Untuk itu, pertu pengaturan tentang pelaksanann pengangkatan anak,
baik yang dilakukan oleh Pemenntah maupun oleh masyarakat, vang
dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemernintah

Peraturan Pemerintah ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan
pengangkatan anak yang mencakup kKetentuan umum, jenis
pengangkatan anak, syarst-syarat pengangkatan anak, tata cara
pengangh anak, bimbingan dal pelaksanaan penganghkatan
anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan.
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar
pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan  schingga dapat  mencegah  tenadinya
penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi  dan
meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan
terbaik bagl anak

PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jeias.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “setempat” adalah setingkat
desa atau kelurahan,

Pasal 4
Cukup jelas, .

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas,
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Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas,

Pasal 10

Ayat (1) 5
Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak secara
langsung’ adalah pengangkatan anak yang dilakukan
oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat
vang berada langsung dalam pengasuhan orang fug
kandung.

Yang dimaksud dengan °pengangkatan anak melalui
;;g.p pengasuban anak” adalah pengangkatan anak
yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap
calon anak angkat yang berada dalam lembaga
pengasuban anak yang ditunjuk olch Menteri,

Ayat {2) R
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)

(2)
M"Humh

Cukup jelas.

Huruf b .
Y. dimaksud dengan “sep uda alasan
o .upmimkmhmbetm-.mnk

pengungsian dan sebagainya. Hal ini dilakukan
kepentingan terbaik bagi anak.

Hurufe . ..
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baik fisik dan/atau mental; yang menyandang
cacat; dan anak periakuan salah dan

penelantaran.

Pasal 13 !

Cukup jelas.
Pasal 14 y

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas. -
Pasal 16

Ayar (1)

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ‘orang tua tunggal’ adalah
SeHCOTANE
janda/duda,

mmmmlﬂn

Cukup jelas.

———

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas,

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2] . . -
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Ayat (2]

Yang dimaksud dengan ‘instansi terkait® adalah
Mahkamah Agung melalui Panitern Mahkamah Agung,
Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusis  melalul  Direktorat Jenderal  Imigrasi,
Departemen Luar Negeri, Departemen  Keschatan,
Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan
Kepolisian Republik indonesia.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) .
Lihat penjelasan Pasal 20 ayat (2).

Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24 7
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayar (1)
Yang dimaksud dengan “Tim Pertimbangan
Anal” yaitu tim yang dibentuk oleh
Menteri, yang bertugas memberikan
dalam memperoleh izin pengangkatan anak dan
Ayat (2
Cukup jelas.
Pasal 26
Huruf & ’
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Hurufe .
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Huruf ¢ T i o edalah egiataii
Y di engan “konselin
y:: dilakukan setelah tahap konsultasi dalam hal
tenjadinya permasalaban pengangkatan anak,

Huruf d
Cukup jelas,

Huruf e
Cukup jelas,

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

29
Cukup jelas,

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jolas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas,

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Culeup jelas.
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Pasal 38
Ayat (ll
Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah suatu
badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomorz. T-hunMnnmPerundunmmk
M
uehkulun sosialisasi  seluruh  ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perlindungan anak, mengumpulkan data
dan tnformasl, menerima pengaduan masyarakat,
uhkuhn penelanhan, pemantauan, evaluasi,
dan pengawasan terhadap penyeienggarasn
perlindungan anak.
2. Memberikan laporan, sasaran, masukan, dan
! kepada Presiden dalam rangka
perlindungan anak.
Ayat (2)
kup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas,
Pasal 30
Cukup jelas,
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
a4
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4768
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